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Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesi Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat  Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN 

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

No. 
Jabatan dalam  

Satuan Tugas 
Jabatan Kedinasan Nama 

1. Pengarah 

Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Ami Imron Tamami, S.Pd. 

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi 

Masyarakat dan SDM 
Cecep Hamzah Pansuri, S.E. 

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Intan Paramitha Sutiswa, S.Pd. 

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Yugastiana Ainulyaqin, S.E. 

2. Penanggungjawab Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Abdullah Sidiq, M.Pd. 

3. Ketua Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya 
Gugum Purnama, S.E. 

NIP. 19750530 200701 1 003 

4. Sekretaris Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 
Elga Dirgantara Agustian,S.E. 

NIP. 19830817 201012 1 003 

 

5. 

 

Anggota 

Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik 
Ricky Romanzah, S.T. 

NIP. 19870920 201012 1 003 

Kepala Subbag Perencanaan, Data dan Informasi  
Agung Adhisetiono, S.E. 

NIP. 19850101 200912 1 004 

Kepala Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan 

Sumber Daya Manusia 

Rani Megasari, S. IP. 

NIP. 19831113 200501 2 005 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG  PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 
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URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 
 

No. Jabatan Tugas 

1. Pengarah 1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;  

2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar 

operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 

2. Penanggungjawab 1. Mengarahkan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah;  

3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

3. Ketua 1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; 

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;  

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG  PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 
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No. Jabatan Tugas 

3. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;  

4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan  

5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada 

Penanggungjawab. 

4. Sekretaris 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah;  

2. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang 

telah ditetapkan; 

3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

4. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

5. Membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah pada Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;  

6. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 
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No. Jabatan Tugas 

7. Melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan 

8. Menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

5. Anggota 1. Membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;  

2. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;  

3. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam 

setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;  

4. Membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;  

5. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta 

sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian; 

6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

7. Membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu 

kendali;  

8. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Anggota merangkap 

Operator SPIP 

1. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; 

2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;  




